KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
     nomor  700/         TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI, SUPERVISI, 
DAN PENCEGAHAN KORUPSI KABUPATEN KARANGANYAR
BUPATI KARANGANYAR,
	Menimbang
	:
	a. bahwa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, perlu dilakukan aksi pencegahan dan penindakan korupsi secara terintegrasi berupa Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan Korupsi                    Kabupaten Karanganyar;

	
	
	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan Korupsi                      Kabupaten Karanganyar;

	Mengingat 
	:
	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

	
	
	2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

	
	
	3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);


	
	
	4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

	
	
	5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22);


	Memperhatikan
	:
	Surat pimpinan KPK nomor B/1673/KSP.00/10-16/04/2020 tanggal 1 April 2020 Perihal Pedoman Pelaporan dan Pengisian Dokumen Kelengkapan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020.

	MEMUTUSKAN:

	Menetapkan
	:
	

	KESATU
	:
	Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan Korupsi Kabupaten Karanganyar, dengan susunan Tim sebagaimana  tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.


	KEDUA
	:
	Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun strategi dalam rangka pencapaian  rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi yang telah ditetapkan dengan keputusan bupati;
b. memantau dan mengendalikan pelaksanaan rencana aksi sehingga dapat diselesaikan sesuai target capaian yang telah ditetapkan; dan
c. menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan Korupsi Kabupaten Karanganyar kepada Bupati dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas pelaksanaan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi.


	KETIGA
	:
	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Karanganyar.

	KEEMPAT
	:
	Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dari Bulan April sampai dengan Desember 2020.

	KELIMA
	:
	Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati karanganyar Nomor 700/933 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan Korupsi Kabupaten Karanganyar beserta perubahannya,  dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

	KEENAM
	:
	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


	
	Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal                          2021
BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO


Tembusan :

	Telah dikoordinasikan

	No
	Pejabat
	paraf

	1
	Asisten Pemerintahan dan Kesra
	

	2
	Inspektur Daerah
	

	3
	Sekretaris Inspektorat daerah
	


1. Ketua DPRD;
2. Kepala BAPERLITBANG;
3. Kepala BKD;
4. Kepala Bagian Hukum Setda;
5. Tim Yang Bersangkutan
	
	LAMPIRAN 

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 
   700/          TAHUN 2021

	
	TENTANG
 
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI, SUPERVISI, DAN PENCEGAHAN KORUPSI KABUPATEN KARANGANYAR



SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI, SUPERVISI,
 DAN PENCEGAHAN KORUPSI KABUPATEN KARANGANYAR
	NO
	NAMA
	JABATAN DALAM DINAS
	KEDUDUKAN DALAM TIM 

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Drs. SUTARNO, M.Si.
	Sekretaris Daerah
	PENASEHAT

	2. 
	Drs. UTOMO SIDI HIDAYAT, M.M.
	Inspektur Daerah
	KETUA

	3. 
	SUNDORO, S.H., M.Si
	Asisten Pemerintahan dan Kesra
	ANGGOTA

	4. 
	NUGROHO, S.Sos., M. Hum.
	Irban Bidang Pemerintahan, Hukum dan Aparatur pada Inspektorat
	ANGGOTA

	5. 
	KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si
	Kepala Badan Keuangan Daerah
	ANGGOTA

	6. 
	Drs. AGUS HERI BINDARTO, M.M
	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	ANGGOTA

	7. 
	MULYONO, S.H., M.M.
	Sekretaris DPRD
	ANGGOTA

	8. 
	Drs. SUJARNO, M.Si
	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
	ANGGOTA

	9. 
	SUPRAPTO, S.H., M.M
	Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan SDM
	ANGGOTA

	10. 
	TIMOTIUS SURYADI, S.Sos, M.Si
	Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	ANGGOTA

	11. 
	Drs. MUH. INDRAYANTO
	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
	ANGGOTA

	12. 
	ZULFIKAR HADIDH, S.H.
	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	ANGGOTA

	13. 
	SOENARTO, S.P., M.M.
	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
	ANGGOTA


	14. 
	DARMANTO, S.T., M.M
	Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	ANGGOTA

	15. 
	Dr AGUNG RESPATI, S.Sos, SH, M.Si, MM
	Irban Bidang Pembangunan dan Perekonomian
	ANGGOTA

	16. 
	SRI ENDAH YUNIASTUTI, S.H., M.M.
	Irban Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Inspektorat
	ANGGOTA

	17. 
	FATKUL MUNIR, SKM, M.Kes
	Irban Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan pada Inspektorat
	ANGGOTA

	18. 
	MUHAMAT YUSUP, S.E., M.Si.
	Auditor Muda di Inspektorat
	ANGGOTA

	19. 
	MULYADI, S.E. MM
	Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak pada BKD


	ANGGOTA

	20. 
	HARI PURNOMO, S.Sos., M.Si
	Kepala Bidang Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan pada BKD
	ANGGOTA

	21. 
	PUJIYANTO, S.Sos.
	Kepala Bidang Anggaran pada BKD
	ANGGOTA

	22. 
	SRI HERLINA, SH, M.Hum
	Kepala Bidang Aset Daerah
	ANGGOTA

	23. 
	NURHAYATI, A.P., M.M
	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah
	ANGGOTA

	24. 
	NURAINI FARIDA, S.S.T.P., M.M.
	Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah
	ANGGOTA

	25. 
	DWI AMPERAWATI, S.I.P, M.Si
	Sekretaris BKPSDM
	ANGGOTA

	26. 
	Ir. CH NINA ANGGRAHINI, M.T
	Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Program
	ANGGOTA

	27. 
	SRIDANARTO     LATNOKUSUMO, S.T., M.M.
	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat
	ANGGOTA

	28. 
	Dra. SUNARMI, M.M
	Kasubag Perencanaan pada Inspektorat

	ANGGOTA

	29. 
	RATNA FATMAWATI, SE, M.SI, Ak
	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat

	ANGGOTA

	30. 
	JOKO TRI SUSENO, S.T., M.T.
	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Program pada Baperlitbang
	ANGGOTA

	31. 
	WAHYU SETYO WIBOWO, A.Md.
	Kasubbid Perencanaan dan Penyusunan Anggaran pada BKD
	ANGGOTA

	32. 
	TITIK PURWATI, SE, MM
	Kasub Bidang Pendataan Asset Daerah pada BKD
	ANGGOTA

	33. 
	APRI LINAWATI, S.S.T.P., M.Si
	Kasub Bidang Pendaftaran dan Pendataan pada BKD
	ANGGOTA

	34. 
	ISNAN NUR AZIS, S. Kom.
	Kabid Mutasi pada BKPSDM
	ANGGOTA

	35. 
	MULYATI, SE., M.Acc.
	Auditor Madya pada Inspektorat
	ANGGOTA

	36. 
	SOPIYATUN, S.Sos, M.I.Kom
	Kasi Pelayanan Informasi Publik pada Diskominfo
	ANGGOTA

	37. 
	DJOKO SUMARSONO,SE
	Kasubbid Disiplin Aparatur pada BKPSDM
	ANGGOTA

	38. 
	SRI SUDARWATI, S.P
	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada BAPERLITBANG
	ANGGOTA

	39. 
	Y BUDI SANTOSA, SH, M.Si
	Kasubbag TU pada Sekretariat DPRD
	ANGGOTA

	40. 
	YUSTIA LUKASARI, SH
	Analis data dan informasi pada Dinas Pertanian dan Pangan
	ANGGOTA

	41. 
	HARTONO, ST, MM
	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	ANGGOTA

	42. 
	IKE HESTI KARUNIASARI, S.T
	Pengendali dampak lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup
	ANGGOTA

	43. 
	WAHYU YUDHANTO, S.Sos. MM
	Pelaksana pada BPMPTSP
	ANGGOTA

	44. 
	SUROTO
	Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	ANGGOTA

	45. 
	YULIATI NUGRAHENI, ST
	Kasubbag Pengelolaan Layanan Pengdaan secara elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	ANGGOTA

	46. 
	AGUNG BUDIYARTO, S.H.
	Auditor Pertama pada Inspektorat
	ANGGOTA

	47. 
	NANDIKA SARI WIDATA, S.H., M.H.
	Penyusun Rencana Pengawasan

	ANGGOTA

	48. 
	FAUZY HENDRO P, A.Md.
	Pelaksana Pada Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan di Inspektorat
	STAF ADMINISTRASI

	49. 
	DANANG IFTIAN P, Amd.
	Pelaksana Pada Sub Bagian Administrasi dan Umum di Inspektorat
	STAF ADMINISTRASI

	50. 
	ENDANG SRI SUHARTI, S.E.
	Auditor  Madya di Inspektorat
	STAF TEKNIS

	51. 
	JAKA MARYANTO, S.H.
	Analis pada Subbag Evaluasi dan Pelaporan di  Inspektorat
	STAF TEKNIS

	52. 
	MUHAMMAD RIZZA MIZZANI, S.H.
	Calon Auditor
	STAF TEKNIS



BUPATI KARANGANYAR,
JULIYATMONO
	Telah dikoordinasikan

	No
	Pejabat
	paraf

	1
	Asisten Pemerintahan dan Kesra
	

	2
	Inspektur Daerah
	

	3
	Sekretaris Inspektorat Daerah
	


